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ABSTRAK

Nama Sihar. 202010115161. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghinaan
Terhadap Presiden Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
Nasional.

Dalam skripsi ini membahas mengenai aturan yang memberlakuan kembali tindak
pidana penghinaan terhadap presiden dalam rumusan Undang-undang Nomor 1
Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Latar belakang yang digunakan adalah
Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-1V/2006, yang menyatakan
pencabutan terhadap pengaturan pasal penghinaan terhadap Presiden yang diatur
dalam KUHP (terjemahan WvS). Permasalahan mengenai eksistensi terhadap
pemberlakuan kembali pasal penghinaan terhadap presiden dalam KUHP
Nasional. Namun, jika memang harus dirumuskan kembali pasal penghinaan
presiden dalam KUHP Nasional, kemudian seberapa jauh dipertimbangkan
tafsiran yang diberikan olen Mahakamah Konstitusi, yang kemudian dapat
memberikan jaminan terhadap kepastian hukum, persamaan dihadapan hukum
dan kebebasan berpendapat dalam menerapkan kembali pasal penghinaan
terhadap presiden dalam KUHP Nasional.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis
normatif, yang kemudian juga didukung dengan pendekatan perspektif kualitatif.
Penelitian deskriptif normatif yang menggunakan sumber data sekunder, berupa
bahan-bahan kepustakaan. Data—data yang diperoleh akan dianalisis dengan
kualitatif dengan penguraian secara deskriptif analisis dan preskriptif para ahli dan
prinsip serta teori-teori hukum.

Pada kesimpulan, bahwa pemberlakuan pasal penghinaan terhadap presiden dalam
KUHP Nasional kurang mempertimbangkan rekomendasi dan tafsiran yang
diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya. Kemudian,
akibatnya berpotensi kembali memberikan ketidakpastian hukum, mengurangi
nilai persamaan dihadapan hukum serta menghambat partisipasi rakyat dalam
menyatakan kebebasan berpendapat. Namun, hal tersebut seakan-akan dapat
dijawab dengan memberlakukan pasal penghinaan terhadap presiden melalui
pemberlakuan delik aduan, yang pada sebelumnya diatur sebagai delik matril.
Pada saran, diharapkan kepada aparat penegak hukum, agar dikemudian hari pada
saat KUHP Nasional ini berlaku, lebih berhati-hati dalam menerima serta
memproses aduan yang ada dimasyarakat, dengan lebih mengedepankan tafsiran
yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam proses penegakan hukum tindak
pidana penghinaan terhadap presiden.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Kebebasan Berpendapat, Penghinaan Presiden.
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ABSTRACT

Sihar's name. 202010115161. Law Enforcement of the Crime of Insulting the
President in Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code.

This thesis discusses the rules that re-enact the criminal offense of insulting the
president in the formulation of Law Number 1 Year 2023 on the National Criminal
Code. The background used is the Decision of the Constitutional Court Number
013-022/PUU-1V/2006, which states the revocation of the regulation of the article
on insulting the President which is regulated in the Criminal Code (WvS
translation). Problems regarding the existence of the re-enactment of the article
on insulting the president in the National Criminal Code. However, if it is
necessary to reformulate the article on insulting the president in the National
Criminal Code, then how far to consider the interpretation given by the
Constitutional Court, which can then provide guarantees for legal certainty,
equality before the law and freedom of expression in re-enacting the article on
insulting the president in the National Criminal Code.

The method used in writing this thesis is the normative juridical method, which is
then also supported by a qualitative perspective approach. Normative descriptive
research that uses secondary data sources, in the form of library materials. The
data obtained will be analyzed qualitatively by descriptive analysis and
prescriptive analysis of experts and legal principles and theories.

In conclusion, the enactment of the article on insulting the president in the
National Criminal Code does not consider the recommendations and
interpretations given by the Constitutional Court in its consideration. Then, the
result has the potential to provide legal uncertainty, reduce the value of equality
before the law and inhibit people's participation in expressing freedom of opinion.
However, this seems to be answered by enforcing the article on insulting the
president through the enactment of a complaint offense, which was previously
regulated as a matril offense. In suggestion, it is expected that law enforcement
officials, in the future when the National Criminal Code is in effect, should be
more careful in accepting and processing complaints in the community, by
prioritizing the interpretation given by the Constitutional Court in the process of
law enforcement of the crime of insulting the president.

Keywords: Legal Certainty, Freedom of Speech, Defamation of the President.
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